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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 
Sejarah Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara

Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara dibentuk dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 4 Tahun 2000 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :9 Tahun 2001 tentang pembentukan Dinas-Dinas Daerah Propinsi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tersebut, maka pada Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara terdapat 1 jabatan eselon II/A (Kepala Dinas), 5 jabatan eselon III/A (Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas) dan 16 jabatan eselon IV/A (4 Kepala Sub Bagian dan 12 Kepala Seksi).

2.2 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi adalah salah satu instansi pemerintah. Sebagai salah satu instansi pemerintah maka Dinas Pertambangan dan Energi tidak ketinggalan dalam memperlancar dan mensukseskan pembangunan. Dalam mensukseskan pembangunan, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi tersendiri.

2.2.1 Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi

Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

a. Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara berlokasi di Jl.Pemuda, No 71 Ternate.

2.2.2 Tugas Pokok Dinas Pertambangan dan Energi

Tugas pokok Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertambangan dan Energi.

2. Melaksanakan tugas dekosentrasi dan pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

2.2.3 Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi 

Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi.

2. Memfasilitasi upaya pengelolaan di bidang Pertambangan dan Energi.

3. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Pertambangan dan Energi.

4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha Pertambangan dan Energi.

5. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan dan Energi.

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

2.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

2.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah hubungan kerja dalam suatu fungsi yang menyeluruh dalam suatu organisasi terbentuk dari gabungan lalu lintas dan hak kewenangan dan hak tanggung jawab. Tanpa struktur organisasi yang jelas, suatu organisasi tidak mungkin menyusun perencanaan yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk menilai keberhasilan kerja suatu organisasi, disamping sebagai pedoman kerja. Tujuan organisasi itu sendiri akan menentukan struktur organisasi yang dipilih perusahaan, yaitu dengan menetapkan seluruh tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas masing-masing. Atas dasar kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat disusun pola tepat hubungan diantara bidang-bidang pengambilan keputusan maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab tertentu.

Demikian pula dengan Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara. Dinas ini mempunyai struktur organisi yang baik, terdiri dari Kepala Dinas, bagian tata usaha, sub dinas-sub dinas, sub bagian-sub bagian, seksi-seksi, UPTD, dan Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 2.1. 

2.3.2 Tata Kerja

Tata kerja  Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut.

a. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok tenaga fungsional menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi singkronisasi secara vertical dan horizontal.

b. Setiap Pimpinan satuan organisasi dalalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tiap tugas bawahannya.

c. Kepala Unit Pelaksana Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Setiap Pimpinan satuan Organisasi mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

f. Para kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Dinas sesuai bahan penyusunan laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

g. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

h. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.3.3 Tugas Bagian Tata Usaha

Tugas bagian tata usaha adalah sebagai berikut.

a. Membuat rencana kegiatan Bagian Tata Usaha Dinas berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

c. Memberikan pelayanan administratif kepada semua organisasi dilingkungan dinas guna kelancaran tugas.

d. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas dan urusan perlengkapan dengan meneliti daftar rencana tahunan barang unti agar sesuai dengan anggaran yang tersedia, mengawasi pengeluaran barang guna memenuhi kebutuhan materil serta mengadakan pengawasan terhadap kekayaan umum dinas.

e. Melaksanakan kegiatan urusan umum dan perlengkapan, keuangan, hukum dan kepegawaian serta perencanaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

f. Mengkompulir laporan-laporan bagian dan sub bagian dan sub dinas, sebagai bahan laporan unit kerja dinas.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.

2.3.4 Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

2.4
Kepegawaian

Dalam berbagai bidang usaha faktor manusia terpenting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor manusia itu disebut dengan istilah pegawai.

Pegawai adalah setiap orang yang menyumbangkan jasanya, tenaganya dan pikiran dalam suatu instansi baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun badan-badan swasta dan digaji menurut ketentuan yang berlaku, termasuk barang atau bentu-bentuk lain.

Karena instansi milik pemerintah,maka pegawai yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji menurut undang-undang yang berlaku. Status pegawai Dinas Pertambangan dan Energi adalah :

a. Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi secara administratif terdaftar sebagai pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada instansi tersebut yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

b. Pegawai yang diperbantukan pada instansi daerah atau dipekerjakan pada instansi lain.

2.4.1
Masa Kerja Pegawai

Masa kerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Maluku Utara sama seperti pada instansi lain didalam pemerintahan Maluku Utara. Masa kerja pegawai dihitung mulai diterima dan dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan batas waktu pensiun. Batas pension seorang PNS jika sudah berumur kurang lebih 54 tahun dan bisa menjabat kembali bila tenaga dan keahliannya masih dibutuhkan oleh instansi yang ada, dalam batas waktu (umur) maksimal 60 tahun.

2.4.2
Golongan dan Jabatan Pegawai

Golongan dan jabatan ditentukan oleh jenjang pendidikan masing-masing pegawai. Cara memberikan pangkat dan golongan ditentukan dari jenjang pendidikan (ijasah) terakhir yang mereka gunakan untuk menjadi PNS dan setiap 4 tahun sekali pangkat dan golongan itu dinaikkan setingkat lebih tinggi diatasnya, misal dari II/c menjadi II/b. Untuk pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan bidang kerja masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pada Dinas Pertambangan dan Energi, jabatan terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Jabatan Struktural, adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggung jawab, wewengang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi (eselon Ia,eselon Ib, eselon IIa, eselon IIIa, dan seterusnya)

2. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi didasarkan pada keahlian serta bersifat mandiri.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil dinyatakan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan terhadap Negara.

Pengabdian yang dimaksud dapat dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kecakapan dan ketrampilan pegawai negeri sipil.

Kenaikan pangkat pegawai dihitung mulai tanggal 1 April dan 1 Oktober kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus.

Jenis pangkat pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 adalah sebagai berikut.

a. Kenaikan pengkat regular


Kenaikan pengkat yang diberikan pada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan  tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkatnya.

b. Kenaikan pangkat pilihan


Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural / fungsional.

c. Kenaikan pangkat istimewa


Kenaikan pangkat yang diberikan karena menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

d. Kenaikan pangkat pengabdian


Kenaikan yang diberikan pada pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun (BUP) apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Telah menduduki pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 4(empat) tahun.

2. Daftar pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama satu tahun terakhir sebelum ia dibebaskan dari jabatan.

e. Kenaikan pangkat anumerta


Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai yang meninggal dunia.

f. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar


Kenaikan yang diberikan karena terpilih dan dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk memangku suatu jabatan.

g. Kenaikan pangkat selama menjadi pejabat Negara


Pegawai yang diangkat menjadi pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

h. Kenaikan pangkat selama dalam penugasan diluar instansi induk, yaitu pegawai yang dipekerjakan secara penuh pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta.

i. Kenaikan pangkat menjalankan wajib militer, kenaikan yang diberikan karena manjalankan wajib militer dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status PNS.

j. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diperoleh setelah bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil.

2.4.3
Mutasi

Seorang pegawai atau karyawan terkena mutasi atau dimutasi apabila dimana tempat kerja yang bersangkutan sudah tidak membutuhkan tenaganya, karena bidang yang ia pangku sudah tidak ada lagi maka ia dimutasikan ke tempat lain yang membutuhkan tenaga atau keahliannya. Atau di tempat ia bekerja, ia membuat suatu masalah dan sudah diperingatkan tetapi tidak ada respon atau reaksi untuk memperbaiki kesalahannya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dia dimutasi ke instansi lain. Dikatakan mutasi (pindah tempat kerja) apabila tidak atas kehendak sendiri, melainkan atas kebijakan  instansi yang bersangkutan.

2.4.4
Cuti Pegawai

Setiap peegawai dapat mengajukan cuti dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Adapun macam dan syarat cuti yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Cuti hamil dan cuti bersalin


Cuti hamil dan cuti bersalin dijalankan oleh pegawai wanita yang sudah menikah dan dalam kondisi hamil dalam jangka waktu 3 bulan yaitu 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Adapun syaratnya yaitu :

a. Mengisi blangko surat ijin cuti hamil dan cuti bersalin.

b. Melampirkan surat keterangan dokter.

c. Melampirkan SK pengangkatan terakhir.

d. Melampirkan surat nikah.

e. Sebelum menjalankan ciuti hamil dan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.

f. Setelah menjalankan persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.

g. Setelah menjalankan cuti bersalin, wajib melaporkan diri kepada atasan bersangkutan dan bekerja kembali seperti biasa.

2. Cuti karena alasan penting


Cuti ini digunakan untuk pegawai yang keluarganya sedang sakit atau pegawai / keluarga tersebut malangsungkan pernikahan. Cuti ini diberikan dalam waktu 2 minggu. Adapun syarat-syaratnya yaitu :

a. Mengisi blanko cuti alasan penting.

b. Sebelum menjalankan cuti karena alasan pentng wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan yang bersangkutan.

c. Setelah selesai menjalankan cuti, wajib melaporkan diri kepada atasan dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

3. Cuti Tahunan


Cuti ini diberikan pada semua pegawai. Adapun syarat-syaratnya yaitu :

a. Mengajukan cuti bagi pegawai yang sudah bekerja minimal selama 1 tahun.

b. Mengajukan permintaan cuti maksimal 12 hari dalam 1 tahun per 3 kali.

c. Sebelum menjalankan cuti tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan.

d. Setelah menjalankan cuti, wajjib melaporkan diri kepada atasan dan bekerja sebagaimana biasanya.

2.5
Konsep Dasar Basis Data

Basis data merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pengolahan data. Karena pengolahan tersebut dapat diketahui bagaimana data didapatkan, diakses, dipelihara dan dikontrol.

Dari hal tersebut maka sebelum mendefinisikan basis data lebih baiknya kita mengetahui apa itu data atau informasi. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan karakter, atau simbol). Sedangkan Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, entah itu manajer, staf, ataupun orang lain di dalam suatu organisasi atau perusahaan.

2.5.1
Definisi Basis Data
Basis data (database) adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau institusi.

Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record.

2.5.2 Definisi dalam Basis Data

a. Basis data (database)


Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

b. File


File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda datanya.

c. Entity

Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam.

d. Record


Record adalah kumpulan dari field membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file.

2.5.3 Kegunaan Basis Data

Penyusunan satu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu :

a. Redudansi dan inkonsistensi data


Yaitu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file, dan hal ini pada akhirnya akan menyebabkan inkonsistensi data.

b. Kesulitan dalam mengakses data


Yaitu suatu kesulitan akibat terbatasnya program, misalkan jika kita menginginkan suatu data dengan spesifikasi tertentu yang tidak tersedia pada program maka hal ini dapat diatasi dengan suatu sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS) yang mampu untuk mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan.

c. Isolasi data untuk standarisasi


Jika suatu data dibuat dalam format yang hanya bisa diakses oleh suatu bahasa pemrograman tertentu, maka program akan mengalami kesulitan pengembangan jika diperlukan.

d. Masalah keamanan (Security)


Yaitu masalah pengaksesan data dan manipulasi data dari pemakai yang berhak dan tidak berhak.

e. Masalah kesatuan (Integritas)


Adalah hubungan suatu file-file yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

f. Masalah data independen (Kebebasan data)


Yaitu masalah kebebasan data dari system manajemen basis data atau database management system (DBMS) yang lain.

2.5.4 Bagan Alir Sistem


Bagan alir sistem (system flowchart) merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukan apa yang dikerjakan sistem. Bagan alir sistem digambarkan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut:

	1.         Simbol dokumen

  
[image: image1]
	Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik atau komputer.

	2.         Simbol proses


[image: image2]
	Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer.

	3. Simbol penyimpanan data


[image: image3]

	Simbol yang digunakan untuk menyimpan input data setelah proses perekaman.

	4. Simbol manual input

[image: image4]
	Menunjukkan input yang menggunakan online keyboard.

	5. Simbol garis alir


[image: image5]
	Menunjukkan arus dari proses.


2.5.5 Diagram Entity Relationship

Relasi antara dua file atau dua table dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Dimana untuk penghubung dari file atau tabel tersebut adalah field relasi yang fungsinya sebagai kunci utama dari masing-masing  file atau tabel.

a. Satu lawan satu (One to One)

Hubungan antara file atau tabel pertama dengan file atau tabel kedua adalah satu banding satu. Misalnya dalam suatu perusahaan mempunyai aturan satu supir hanya boleh menangani satu kendaraan karena alasan tertentu. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel dan relasi antara keduanya dihubungkan dengan tanda panah tunggal.








b. Satu lawan banyak (One to Many)

Hubungan antara file atau tabel pertama dengan file atau tabel kedua adalah satu banding banyak. Misalnya suatu sekolah selalu mempunyai asumsi bahwa satu kelas terdiri dari banyak siswa tetapi dari banyak siswa tidak sebaliknya, yaitu satu siswa tidak dapat belajar pada kelas yang berbeda.


c. Banyak lawan banyak (Many to many)

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak. Seperti pada sistem pengajaran di Perguruan Tinggi, dimana satu dosen mengajar banyak mahasiswa dan mahasiswa diajar banyak dosen. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel dan relasi antara keduanya dihubungkan dengan tanda panah ganda untuk menunjukkan hubungan banyak tersebut.


2.6
Bahasa Pemrograman Visual Delphi 7.0

Dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis visual kita dapat dengan mudah dalam menghasilkan suatu tampilan yang lebih interaktif dan lebih bersifat dinamis. Keunggulan ini ada pada bahasa pemrograman Visual Delphi 7.0 sehingga dalam pembuatan suatu aplikasi dengan menggunakan Visual Delphi 7.0 ini akan banyak bermain-main dengan mouse untuk mendesain suatu tampilan yang interaktif, dan tinggal memilih komponen objek yang digunakan dalam perancangan dan semua itu tersedia pada Visual Component Library (VCL). 

Visual Delphi 7.0 adalah paket bahasa pemrograman yang bekerja dalam sistem operasi Windows. Delphi merupakan bahasa pemrograman yang mempunyai cakupan kemampuan yang luas dan sangat canggih. Berbagai jenis aplikasi dapat di buat dengan Delphi, termasuk aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi web.

Untuk mempermudah pemrogram dalam membuat program aplikasi, Delphi menyediakan fasilitas pemrograman yang sangat lengkap. Fasilitas pemrograman tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu object dan bahasa pemrograman. Object adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat (visual). Object biasanya dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman dapat disebut sebagai sekumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu serta untuk menjalankan tugas tertentu. Gabungan dari object dan bahasa ini sering disebut sebagai bahasa pemrograman berorientasi objects atau Object Oriented Programming (OOP).

Khusus untuk pemrograman database, Delphi menyediakan object yang sangat kuat, canggih dan lengkap, sehingga memudahkan pemrogram dalam merancang, membuat dan menyelesaikan aplikasi database yang diinginkan. Selain itu Delphi juga dapat menangani data dalam berbagai format database, misalnya format MS-Access, SyBase, Oracle, FoxPro, Informix, DB2 dan lain-lain. Format database yang dianggap asli dari Delphi adalah Paradox dan dBase.     

2.6.1
Komponen Delphi
Ada beberapa komponen Delphi yang digunakan dalam membuat program yaitu :

1. Project adalah sekumpulan form unit dan beberapa hal lain dalam program aplikasi. Singkatnya project adalah program aplikasi itu sendiri. File utama project disimpan dalam file berakhiran .Dpr (Delphi Project).

2. Form adalah objek suatu object yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi yang berbentuk jendela.

3. Unit adalah modul kode program. Dalam Delphi, ada unit yang tak terpisahkan dari form yang disebut unit form. Unit dapat berisi kumpulan function atau procedure yang dipakai project. Function atau procedure adalah satu atau lebih baris program yang dipakai untuk melakukan tugas tertentu.

4. Program adalah salah satu atau lebih unit yang secara terstruktur terdapat heading program, pernyataan user dan blok deklarasi yang diawali dengan Begin dan diakhiri dengan End.

5. Properti digunakan untuk mendefinisikan atribut atau setting suatu object.

6. Event adalah peristiwa atau kejadian yang diterima oleh suatu object, misalnya klik, drag, tunjuk dan lain-lain.

7. Method adalah procedure atau perintah yang melekat pada suatu objek.

2.6.2 Database Desktop
Delphi dirancang seutuhnya untuk menjadi sebuah client database dan tidak terbatas pada format database yang dipakai, karena Delphi dipakai dengan produk Borland yang lain, yaitu Database Desktop (DBD).

DBD dapat dianggap sebagai versi mini dari Paradoks atau The best untuk Windows. DBD menyediakan metode untuk membuat, melihat, mengedit, mengubah struktur, mengindeks, mengurutkan, membuat query dan memanipulasi tabel-tabel.        

Database Desktop adalah suatu program “Add-ins”, yaitu program terpisah yang “ditempelkan” dalam Delphi, sehingga bisa dipakai sebagai bagian dari program Delphi. 
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Gambar 2.2 Database Desktop

Cara memanggil Database Desktop adalah lewat menu Tools lalu Database Desktop, sehingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 2.2, yang menunjukkan program Database Desktop siap dipakai. 
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